BAB I

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan

Sebelum sampai pada pemahaman tentang implementasi kebijakan
terlebih dahulu akan dijelaskan beragam pengertian. Istilah kebijakan (policy)
seringkali penggunaanya seperti dipertukarkan dengan istilah tujuan (goals)
program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan- usulan,
dan rancangan-rancangan. (Wahab 1997)

Perserikatan bangsa-bangsa (1975) sendiri memberi makna kebijakan
berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu
tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu rencana
tertentu. (Wahab 1997) Kebijakan pada intinya adalah sebagai pedoman
untuk bertindak. Pedoman ini boleh jadi amat sederhana atau kompleks,
umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, kualitatif atau
kuantitatif, publik atau privat. Sejalan dengan makna kebijakan dikemukakan
oleh United Nation tersebut diatas, menurut Carl Freidrich kebijakan adalah:

“ ...a proposed course of action of a person, group, or government
within a given environment providing abstacles and opportunities
which the policy was proposed to utilize and overcome in and effort to
reach a goal or realize an objective or a purpose

(....serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok
atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-

hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan

kebijakan untuk mencapai tujuan).
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Pada pengertian lain yang dikemukakan oleh James E. Anderson
mendefinisikan kebijaksanaan itu adalah

“a purposive course of action followed by an actor or set actors in
dealing with a problem or metter of concern “

(serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti
dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna
memecahkan suatu masalah tertentu).(Islami : 2001) Pendapat terakhir yang
dikemukakan oleh Shafrits dan Russel dalam Keban (2006: 63) yang pertama
merupakan agenda setting dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi, (2)
keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, (3) tahap
implementasi kebijakan, (4) evaluasi program dan analisa dampak, (5)
feedback yaitu memutuskan untuk merefisi atau menghentikan. Proses
kebijakan diatas bila diterapkan akan menyerupai sebuah siklus tahapan
penetapan kebijakan.

Selain ketiga definisi atau pengertian yang dikemukakan di atas
sesungguhnya masih banyak lagi definisi yang lain, namun dari sekian
banyak nampaknya tidak terdapat adanya perbedaan pandangan secara tajam
dalam mengartikan suatu kebijakan. Dari ketiga pendapat mengenai rumusan
kebijakan, pada intinya setiap rumusan mengandung beberapa elemen yaitu
(1) adanya serangkaian tindakan (2) dilakukan seseorang atau sekelompok
orang (3) adanya pemecahan masalah dan (4) adanya tujuan tertentu.

Bila keempat elemen tersebut dipadukan maka dapat diperoleh sebuah
pengertian bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang berisi
keputusan-keputusan yang diikuti dan dilakukan oleh seseorang atau

t
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sekelompok orang guna memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan
tertentu.

Meskipun istilah itu dapat dilakukan secara umum, namun pada
kenyataanya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya
dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta peraturan
negara pada umumnya, yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan negara
(public policy). Pengertian kebijakan negara banyak ahli yang mendefinisikan
sebagaimana halnya pada pengertian kebijakan itu sendiri. Berikut ini hal
yang dapat dikemukakan beberapa diantaranya, seperti yang dikemukakan
Thomas R. Dye yang mendifinisikan kebijakan publik sebagai “is what ever
government chose to do or not to do” (apapun yang dipilih oleh pemerintah
untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Apabila pemerintah memilih untuk
melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannnya (obyektifnya) dan kebijakan
negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah, jadi bukan semata-
mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah
saja. Disamping itu, “sesuatu yang tidak dilaksanakan” oleh pemerintahpun
termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “ sesuatu yang
tidak dilakukan * oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang
sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.(Islami :
2001)

Pendapat yang mirip dengan yang dikemukakan oleh Dye, adalah
dikemukakan oleh George C. Edward dan Ira Sharkansky memiliki pendapat

yang hampir sama dengan Thomas R. Dye mengenai kebijakan publik, yaitu
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“...is what government say (o do or not to (lU,;.{F@Q{&?.’sfi})r' purpuses of
government program ...” (...adalah apa 'yahg dinyatakan dan
dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan public itu
berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah...).
Kemudian Anderson mengemukakan bahwa “public policies are those
developed by governance bodies and officials” (kebijakan negara
adalah kebijakan-kebijakan dikembangkan oleh badan-badan atau
pejabat-pejabat pemerintah). Dan terakhir dikemukakan oleh Jenkins
dalam Wahab bahwa kebijakan negara yaitu : “a ser of interrelated
decisions taken by a political actor or or group actor concerning the
selection whare these decisions should, in principle, be within the
principle of these actors to achieve ™ (serangkaian keputusan yang
saling berkaitan, diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok
aktor politik berkembang dengan tujuan yang telah dipilih beserta
cara-cara untuk mencapainya dengan suatu situasi dimana keputusan-
keputusan dari para aktor tersebut).

Dengan pengertian kebijakan negara tersebut di atas bagaimana
rumusanya, pada hakekatnya bahwa kebijakan negara mengarah kepada
kepentingan publik (public interest), dengan mempertimbangkan nilai-nilai
yang ada. Seseorang atau sekelompok orang aktor politik (administator
publik) senantiasa memasukkan pikiran-pikiran publik dalam wacana
politiknya, bukan hanya pikiranya atau kemauanya semata-mata sebagai
pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan negara dapat
disimpulkan yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan ataupun tidak
dilakukan pemerintah baik yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok
orang untuk mencapai tujuan tertentu yang berorientasi pada kepentingan
masyarakat (publik)

Dari beberapa pengertian kebijakan negara yang telah dikemukakan di
atas Islami (2002) mengemukakan beberapa elemen penting tentang

kebijakan negara (public policy), yaitu :
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a. Bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan
tindakan-tindakan pemerintah

b. Bahwa kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi
dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.

c. Bahwa kebijakan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan
tujuan tertentu.

d. Ba;hwa kebijakan negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan
seluruh anggota masyarakat.

Dengan demikian kebijakan public adalah produk dari pemerintah
maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang
d_ianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi
publik dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat
dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak

dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dalam pengertian yang luas, merupakan
administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan tata
bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak dan
tujuan yang diinginkan. Implementasi dari sisi lain merupakan fenomena
kompleks, mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (outpur) sebagai

hasil. Sementara itu, menurut pendapat Wahab menegaskan bahwa
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implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses
kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi
kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.
(Wahab : 2002, 59) Bahkan Udoji mengatakan bahwa

“The execution of policies is as important if not more important than

policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets

unless they are implemented’

(Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh
lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan
sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip
kalau tidak diimplemantasikan).

Menurut Michael Howlett dan Ramesh mengenai implementasi
kebijakan, menerangkan bahwa :

“Afier a public problem has made its way to the policy agenda,
various options have been proposed to resolved it, and goverment has
made some choice among those options, what remains is putting the
decision into practice”...the policy implementation is defined as the
process whereby programs or policies are carried out, its denotes the
transiation of plans into practice”

(Setelah masalah publik ditentukan, maka itu merupakan jalan
menuju agenda kebijakan, bermacam pilihan telah ditentukan untuk
memecahkannya, dan pemerintah telah membuat beberapa pilihan dari
alternatif tersebut, yang menempatkan keputusan menjadi pelaksanaan,
implementasi kebijakan merupakan proses dari sebuah program atau
kebijakan dilaksanakan ; yang ditandai dengan terjemahan dari rencana

menuju pelaksanaan”. Senada dengan apa yang dikemukakan para ahli diatas,

Winarno mengemukakan bahwa “Suatu program kebijakan akan hanya



menjadi  catatan-catatan elite saja  jika program terscbut tidak
dimplementasikan”. Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak
lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program
kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus
diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi
maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. (Budi : 1989, 29)

Metter dan Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan
sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara
individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya
mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai
perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan. Pandangan lain
mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan Elmore
sebagaimana dikutip Sunggono (1994: 139), didefinisikan sebagai

“keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan™.

Bagan 1
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Sementara Mazmanian dan Sabatier Wibawa menjelaskan bahwa
mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk
memahami apa yang senyata-nyata terjadi sesudah suatu program
diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-
kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu
usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk
memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.
(Wibawa : 2001) Sedangkan Wibawa menyatakan bahwa “Implementasi
kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”. Pandangan
tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak
hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung
jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri
target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik,
ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku
dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi
logis terhadap dampak baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak
diharapkan

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan bahwa
Implementasi kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
implementasi dari Surat Bupati Gresik Nomor 12 Perihal Petunjuk Teknis
Alokasi Dana Desa Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2011. Sedangkan
fenomena yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi dari

Surat Bupati Gresik adalah :
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1. Menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan

2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembnagunan di tingkat
Desa

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan

4. Meningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam
rangka mewujudkan peningkatan sosial

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka
pengembangan kegain sosial dan ekonomi masyarakat

7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masayrakat

8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan

Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Tujuan Kebijakan

Menurut Van Metter dan Van Horn ( Winarno, 2002 : 110 )
identifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang Krusial
dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini
menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah
direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna di dalam
menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Namun
demikian, dalam banyak kasus ditemukan beberapa kesulitan untuk
mengidentifikasi dan mengukur pencapaian. Van Meter dan Van Homn

mengemukakan bahwa ada dua penyebab untuk menjawab hal ini, yaitu



pertama, disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan
yang kompleks. Kedua, akibat dari kekaburan-kekaburan dan kontradiksi
kontradiksi dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan. Sejalan
dengan pendapat di atas, Mazmanian dan Sabatier (Subarsono 2001:102),
menyatakan bahwa standar dan tujuan kebijaksanaan yang dirumuskan
dengan cermat dan disusun dengan jelas dengan urutan kepentingannya
memainkan peranan yang amat penting sebagai alat bantu dalam
mengevaluasi program, sebagai pedoman yang konkrit bagi pejabat pelaksana
dan sebagai sumber dukungan bagi tujuan itu sendiri.

Sebagai catatan akhir dari perihal ini. Charles o. jhones (1994) juga
mengamati bahwa “kebijakan dibedakan dari tujuan-tujuan kebijakan, niat-
niat kebijakan dan pilihan-pilihan kebijakan” apa yang akan diberikan berikut

ini berguna untuk membedakan beberapa komponen kebijakan umum,

misalnya:
Niat ‘Tujuan-tujuan  sebenarnya dari  sebuah
tindakan
Tujuan : Keadaan akhir yang hendak dicapai
Rencana/usulan : Cara yang ditetapkan untuk mencapai tujuan
Program : Cara yang disahkan untuk mencapai tujuan.

Keputusan atau pilihan : Tindakan-tindakan yang diambil untuk
mencapai tujuan, mengembangkan rencana,

melaksanakan dan mengevaluasi program
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2.3. Good Governance

Istilah good governance merupakan wacana baru dalam kosakata ilmu
politik. la muncul pada awal 1990-an. Secara umum istilah good governance
memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau
tingkah laku yang bersiat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi
urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-
hari. Dalam konteks ini, pengertian good governance tidak sebatas
pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi mneyangkut semua
lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah (lembaga swadaya
masyarakat). Prinsip-prinsip good governance dapat pula diterapkan dalam
pengelolaan lembaga sosial dan kemasyarakatan dari yang paling sederhana
hingga yang berskala besar, seperti arisan, pengajian, organisasi kelas, hingga
organisasi diatasnya.

Di indonesia, wacana good governance dapat dipadankan dengan
istilah pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang
baik adalah sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur
oleh berbagai tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-
sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Dalam praktinya pemerintahan
vang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur dan
transparan dan bertanggung jawab. Sejalan dengan prinsip diatas,
pemerintahan yang baik itu berarti baik dalam proses maupun hasil-hasilnya.
Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling

berbenturan, dan memperoleh dukungan dari rakyat. Pemerintahan juga bisa



21

dikatakan baik jika pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang sangat
minimal namun dengan hasil yang maksimal.aktor lain yang tak kalah
penting, suatu pemerintahan dapat dikatakan baik jika produktiitas bersinergi
dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam aspek
produktifitas, daya beli, maupun kesejahteraan spiritualitasnya. (Ubaidillah
dan Abdul Rozak. 2008. Civic Education)

Menurut Ismail (2009), birokrasi bisa dicegah atau dihambat
perkembangannya dengan menggunakan konsep good governance. Konsep
ini dipercaya menjadi obat mujarab untuk menyembuhkan atau setidaknya
mengurangi penyakit birokrasi. Good governance terkait erat dengan
akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan
tanggung jawab; Apakah dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang
yang diberikan mereka tidak melakukan tfndakan yang menyimpang dari
etika administrasi publik  (mal-administration).  Mal-administration
merupakan suatu tindakan administrasi publik yang menyimpang dari nilai-
nilai administrasi publik.

Ismail menjelaskan secara harfiah governance berarti tata
pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan
administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.
Sedangkan governance menurut UNDP dalam sisi terminologinya diartikan

sebagai berikut :
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How goverment fungcional and work together with others to make
decisions and take actions to deal with the need of it’s citizens

(Bagaimana pemerintah berfungsi dan bekerja sama untuk membuat
keputusan dan mengambil tindakan yang berkaitan dengan pemenuhan
kebutuhan masyarakat). Sementara itu World Bank mendefinisikan

Governance sebagai the way state power is used in managing
economic social resource for development of society

(Cara menggunakan kekuasaan negara dalam mengelola sumber-
sumber ekonomi dan sosial untuk pembangunan).(Ismail : 2010)

Berdasarkan dari uraian tersebut, secara umum good governance
memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau
tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi
urusan pul;lik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-
hari. Sebagai sebuah paradigma pengelolaan lembaga Negara, good
governance dapat terwujud secara maksimal jika ditopang oleh dua unsur
yang saling terkait; negara dan masyarakt madani yang di dalamnya terdapat
sektor swasta. Negara dengan birokrasi pemerintahanya dituntut untuk
mengubah pola pelayanan publik dari perspektif birokrasi elitis menjadi
birokrasi populis, birokrasi populis adalah tata kelola pemerintahan yang
berorientasi melayani dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
(Ubaidillah : 2008)

Untuk mewujudkan citra good governance, disamping harus
melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, adanya kontrol masyarakat merupakan

aspek yang tidak kalah pentingnya. Karena dengan adanya kontrol
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masyarakat dalam pengelolaan lembaga pemerintahan pada akhirnya akan
melahirkan tata pemerintahan yang baik, dan bebas dari korupsi, kolusi dan
Nepotisme (KKN).

Korupsi merupakan permasalahan besar yang merusak keberhasilan
pembangunan nasional. Dan korupsi juga kerap kali menjadi potret buram
birokrasi yang ada di negara ini. Korupsi adalah tingkah laku individu yang
menggunakan wewenang dan jabatan guna meraih kepentingan pribadi,
merugikan kepentingan umum dan negara secara spesifik. Korupsi menjadi
penyebab ekonomi menjadi berbiaya tinggi, politik yang tidak sehat, dan
kemerosotan moral bangsa yang terus-menerus.

Anthony Giddens dalam Ismail (2010), menjelaskan langkah-fangkah
yang harus dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam
kerangka mewujudkan good governance, yaitu:

a. Menyediakan sarana untuk perwakilan kepentingan masyarakat yang
beragam.

b. Menawarkan sebuah forum untuk rekonsiliasi kepentingan-kepentingan
yang saling bersaipg.

¢. Menciptakan dan melindungi ruang publik yang terbuka dimana debat
bebas mengenai isu-isu kebijakan bisa dilanjutkan.

d. Menyediakan beragam hal untuk memenuhi kebutuhan warga negara,
termasuk bentuk-bentuk keamanan dan kesejahteraan kolektif.

e. Mengatur pasar menurut keputusan publik dan menjaga persaingan pasar

ketika monopoli mengancam.
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f. Menjaga keamanan sosial melalui kontrol sarana kekerasan dan melalui
penetapan kebijakan.

g. Mendukung perkembangan sumber daya manusia melalui sistem
pendidikan.

h. Menopang sistem hukum yang efektif yang menjamin perselisihan
ditangani secara adil, tanpa bisa kearah negara atau kepala kepentingan-
kepentingan swasta.

Menurut mas Ahmad Daniri, Ketua komite Nasional Kebijakan
governance, pelayanan publik sangat strategis untuk menerapkan good
governance, ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi
strategis untuk memulai menerapkan good governance, pertama, pelayanan
publik selama ini menjadi ranah dimana pemerintah berinteraksi dengan
masyarakat. Ini berarti jika terjadi perubahan yang signifikan pada pelayanan
publik, dengan sendirinya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh
masyarakat luas. Kedua, pelayanan publik adalah ranah dimana berbagai
aspek good governance dapat diartikulasikan secara lebih mudah. Ketiga,

pelayanan publik melibatkan kepentingan semua pihak.

2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

2.4.1. Komunikasi
Menurut Kenneth dan Gary (dalam Umar, 2001: 25),
mengemukakan bahwa komunikasi dapat didefinisikan sebagai

penyampaian informasi antara dua orang atau lebih yang juga meliputi
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pertukaran informasi antara manusia dan mesin. Komunikasi dalam
organisasi dapat dilihat dari sisi komunikasi antar pribadi dan
komunikasi organisasi. Sedangkan Cangara (2001 : 18) menyatakan
bahwa komunikasi adalah ” suatu transaksi, proses simbolik yang
menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan (1)
membangun hubungan antar sesama manusia (2) melalui pertukaran
informasi (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain (4)
serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu ”.Sejalan dengan
itu menurut Widjaja ( 2000 : 88 ) mengatakan bahwa Komunikasi
adalah : ” proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang
disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti dilakukan
oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan. Dalam proses
komuﬁikasi kebersamaan tersebut diusahakan melalui tukar menukar
pendapat, penyampaian informasi, serta perubahan sikap dan perilaku
".Pada hakekatnya setiap proses komunikasi terdapat unsur — unsur
sebagai berikut ( Widjaja 2000 : 30 ) :
1. Sumber pesan, Adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian
pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri.
2. Komunikator Adalah orang atau kelompok yang menyampaikan
pesan kepada orang lain, yang meliputi penampilan, penguasaan
masalah, penguasaan bahasa.

3. Komunikan, Adalah orang yang menerima pesan.
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Pesan, Adalah keseluruhan dari apa yang disampaiakan oleh
komunikator, dimana pesan ini mempunyai pesan yang sebenarnya
menjadi pengarah dalam usaha mencoba mengubah sikap dan
tingkah laku komunikan. Adapun unsur — unsur yang terdapat
dalam pesan meliputi : cara penyampaian pesan, bentuk pesan
(informatif, persuasif, koersif ), merumuskan pesan yang mengenai
(umum, jelas dan gamblang, bahasa jelas, positif, seimbang, sesuai
dengan keinginan komunikan ).

Media, Adalah sarana yang digunakan komunikator dalam
penyampaian pesan agar dapat sampai pada komunikan, meliputi
media umum, media massa.

Efek, Adalah hasil akhir dari suatu komuniksi, yakni sikap dan
tingkah laku orang, sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita
harapkan, apabila sikap dan tingkah laku orang lain itu sesuai maka
komunikasi berhasil, demikian sebaliknya. Pada dasarnya efek
merupakan  hasil  dari  komunikasi.Tujuan  komunikasi
keorganisasian antara lain untuk memberikan informasi baik
kepada pihak luar maupun pihak dalam, memanfaatkan umpan
balik dalam rangka proses pengendalian manajemen, mendapatkan
pengaruh, alat untuk memecahkan persoalan untuk pengambilan
keputusan, mempermudah perubahan-perubahan yang akan
dilakukan, mempermudah pembentukan kelompok-kelompok kerja

serta dapat dijadikan untuk menjaga pintu keluar-masuk dengan
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pihak-pihak luar organisasi (Umar, 2001: 27). Hal ini juga sejalan

dengan pendapat Robbins (2006 : 392) yang menyatakan bahwa

komunikasi menjalankan empat fungsi utama didalam kelompok
atau organisasi : pengendalian, motivasi, pengungkapan emosi, dan
informasi. Sedangkan arah komunikasi di dalam suatu organisasi

antara lain (Umar, 2001: 27-28):

a. Komunikasi ke bawah, yaitu dari atasan ke bawahan, yang dapat
berupa pengarahan, perintah, inspirasi maupun evaluasi.
Medianya bermacam-macam, seperti memo, telepon, surat, dan
sebagainya.

b. Komunikasi ke atas, yaitu komunikasi dari bawahan ke atasan.
Fungsi utamanya adalah untuk mencari dan mendapatkan
informasi tentang aktivitas-aktivitas dan keputusan-keputusan
yang meliputi.. laporan pelaksanaan kerja, saran serta
rekomendasi, usulan anggaran, pendapat pendapat, keluhan-
keluhan, serta permintaan bantuan. Medianya biasanya adalah
laporan baik secara lesan maupun tertulis atau nota dinas.

c. Komunikasi ke samping, yaitu komunikasi antar anggota
organisasi yang setingkat. Fungsi utamanya adalah untuk
melakukan kerja sama dan proaktif pada tingkat mereka sendiri,
di dalam bagian atau antar bagian lain yang bertujuan untuk
memecahkan  berbagai masalah maupun menceritakan

pengalaman mereka dalam melaksanakan pekerjaannya.
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d. Komunikasi ke luar, yaitu komunikasi antara organisasi dengan
pihak luar, misalnya dengan pelanggan dan masyarakat pada
umumnya. Organisasi berkomunikasi dengan pihak luar dapat
melalui bagian Public Relations atau media iklan lain. Menurut
Cummings (dalam Umar, 2001: 30-31), mengkomunikasikan

sesuatu memiliki cara sendiri-sendiri.

2.4.2. Struktur Organisasi

Menurut Mas’ud (2009) penstrukturan organisasi didasarkan pada
pembagian kerja secara tegas dan jelas, dengan penstrukturan tersebut
maka pimpinan bisa memobilisasi dan menghimpun sumber daya, termasuk
diantaranya, sumber daya ekonomi yang beragam dan besar. Secara
sederhana bisa dikatakan bahwa birokrasi itu mempunyai struktur dalam
rangka pembagian tugas kerja secara tegas dan jelas sehingga tugas
pekerjaan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara bisa tercapai.
Tanpa struktur yang tegas dan jelas , akan ada banyak pemborosan sumber
daya karena ada hal yang dikerjakan secara lebih dari satu pihak, di sisi lain
ada pekerjaan yang tak tergarap. Dengan pembagian kerja itu, efektivitas
dan potensi sumber daya bisa menyebar merata dan dioptimalkan. Tak ada
satu pihak yang harus mengerjakan semuanya.

Menurut Sutarto (1995: 40) organisasi adalah sistem saling
pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai

tujuan tertentu. Dengan demikian dapat diketemukan adanya berbagai
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faktor yang dapat menimbulkan organisasi, yaitu orang-orang, kerjasama,
dan tujuan tertentu. Berbagai faktor tersebut saling kait merupakan suatu
kebulatan. Setiap organisasi harus membentuk struktur organisasi sehingga
jelas organisasi yang dimaksud. Struktur organisasi akan nampak lebih
tegas apabila dituangkan dalam bagan organisasi. Yang dimaksud dengan
struktur organisasi adalah kerangka antar hubungan satuan-satuan
organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang
masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh
(Sutarto, 1995: 41).

Struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat sehat dan
efisien. Struktur organisasi sehat berarti tiap-tiap satuan organisasi yang
ada dapat menjalankan _peranannya dengan tertib. Struktur organisasi
efisien berarti dalam menjalankan peranannya tersebut masing-masing
satuan organisasi dapat mencapai perbandingan antara usaha dan hasil
kerja. Agar dapat diperoleh struktur organisasi yang sehat dan efisien, pada
waktu membentuk harus memperhatikan berbagai asas organisasi (Sutarto, .
1995: 43).Dalam struktur organisasi jika dikaitkan dengan Alokasi Dana

Desa (ADD) bisa dilihat dalam bagan dibawabh ini :

2.4.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lingkungan
Perintah — perintah implementasi mungkin diteruskan secara
cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-

sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka



30

implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber
sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan
kebijakan publik ( winarno, 2002 : 132 ). Pendapat yang hampir sama juga
disampaikan oleh Gomes (1997: 24) yang menyatakan bahwa suatu
organisasi tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang ada di sekitarnya.
Lingkungan merupakan sumber pemasok input bagi organisasi, dan juga
sebagai penerima output dari organisasi itu sendiri. Dari lingkungan suatu
organisasi memperoleh bahan-bahan (materials) yang diperlukan, baik
fisik maupun non-fisik, dan dari lingkungan juga organisasi menangkap
cita-cita, tujuan, kebutuhan, dan harapan hubungan antara organisasi dan
lingkungan dapat digambarkan melalui Bagan berikut:

Bagan 2
Hubungan Antara Organisasi dan Lingkungan

Lingkungan Lingkungan Lingkungan
- Bahan-bahan Orang] - Tujuan-tujuan
(Materias)

- Sumber Daya - Kebutuhan-Kebutuhan

Sumber: Raymont E. Miles (dalam Gomes, 1997: 24).

Unsur manusia di dalam organisasi, seperti tampak pada skema
tersebut, mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena manusialah

yang bisa mengetahui input-input apa yang perlu diambil dari lingkungan,
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dan bagaimana caranya untuk mendapatkan atau menangkap input
tersebut, tekhnologi dan cara apa yang dianggap tepat untuk mengolah
atau mentransformasikan input-input tersebut menjadi output-ouput yang
memenuhi keinginan lingkungan. Dengan demikian, dalam organisasi
terdapat kurang lebih tiga variabel utama, yang mempengaruhi organisasi,
yaitu manusia, dan lingkungan, yang saling berinteraksi menurut pola
tertentu, dan masing-masing memiliki karakteristik atau nilai-nilai tertentu.
Winarno ( 2002 : 138 ) juga menyebutkan bahwa sumber-sumber yang
akan mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari jumlah staf yang
mempunyai ketrampilan yang memadai serta jumlah yang cukup,

kewenangan, informasi dan fasilitas.

2.4.4. Sikap Pelaksana

Sikap merupakan seperangkat pendapat, minat, atau tujuan, yang
menyangkut harapan akan suatu jenis pengalaman tertentu, dan kesediaan 1
dengan suatu reaksi yang wajar Mas’ud (1991: 31). Adam (2000:36)
menyebutkan bahwa sikap adalah merupakan reaksi yang timbul atas suatu
rangsangan dari situasi atau seseorang.

sedangkan Gibson ( 1993:57 ) mendefinisikan sikap sebagai
berikut : ” Sikap ( attitude ) adalah kesiapsiagaan mental, yang dipelajari
dan diorganisasi melalui pengalaman dan mempunyai pengaruh tertentu
atas cara tanggap seseorang terhadap orang lain, obyek dan situasi yang

berhubungan dengannya”.
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Dari pendapat — pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sikap
adalah reaksi atas rangsangan suatu obyek tertentu yang diikuti dengan
kecenderungan untuk bertindak atau bertingkah laku, baik berupa sikap

mendukung atau menolak.



